Menimbang

Mengingat

. bahwa semakin berkembangnya mobilitas penduduk
dan berbagai usaha yang dilakukan baik di lingloungan
Pasar rakyat, Toko Swalayan maupun Pusat
Perbelanjaan maka diperlukan kebijakan sebagai salah
satu upaya pemberdayaan dan pelayanan pelalna usaha
serta masyarakat penerima manfaat;

. bahwa semakin pesatnya pembangunan infrastrukiur
jalan, jembatan yang menghubungkan antar desa,
kecamatan, dan pedalaman (hinterland) Kabupaten
Bojonegoro maka akan semakin tumbuh dan
berkembang peran eckonomi untuk membangun
jaringan usaha baik pada Pasar rakyat, Toko Swalayan
maupun Pusat Perbelanjaan;

. bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima kepada
pelaku usaha ultra mikro, kecil dan menengah serta
mengantisipasi persaingen tidek sehat antara Toko
Swalayan dengan Pasar rakyat maka diperlukan
pengaturan jarak titik pembangunannaya;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hwruf a, huraf b dan huruf ¢ perla
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan-
Pemberdayaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat
Perbelanjaan;

Undang-Undang Nowor 12 Tabun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahen Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat 11 Surabaya
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12-Tahun -
1950, tentang Pembentukan Daecrab-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabhun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);
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Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Pepanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomeor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undong Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaban Daerah (Lombaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lemharaﬂ Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
hagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
denga.n Undang~Undmg Nomor © Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

- Undeng-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipia

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1); '
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Peraturan Pemerintab Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6641);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tabun 2021 tentang
Bidang Usaha Penanaman Modal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012
tentang Pengelolaan dan  Pemberdayaan Pasar
Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tehun
2012 Nomor 178};

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
{Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
279);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4

Tabhun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Pasar Tradisional, Penataan Pusat Perbelanjean dan
Toko Modern di Kabupaten Bojonegore {Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegore Tahun 2015 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5
Tabun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
{(RTRW} Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041
(Lemberan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021
Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG  PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN
PUSAT PERBELANJAAN. ,

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

b R 5N

Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Bupati adalah Bupati Bojonegoro,

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu

Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan wurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

dacrah.

5. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.



- 4 .

6. Pemberdayaan adalah scgala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi
pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap
cksis dan mampu berkembang menjada snatu usaha yang lebih
berkualitas baik dari aspek mangjemen dan fisik/tempat agar dapat
bergaing dengan pasar modern.

7. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daergh
uniuk mengatur dan menata keberadasan dan pendirian pasar/toko
modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar
tradisional, usahea mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.

8. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaba, baik langsung
maupun ftidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,
mempercayal, memperkuat dan menguntungksn yang melibatkan usaha
ruilero, usaha kecil dan usaha menengah dengan usaha besar.

9, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku usaba.
untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau tempat bertemunya
penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang
disebut pasar tradisional maupun pasar modern dan/atau pusat
perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.

11. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara,
dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan
tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengak, swadaya
masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar,

12. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau
beberapa bengunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal,
yang dijual atan disewakan kepada pelaku usaba atau dikelola sendirvi
untuk melalkukan kegiatan perdagangan barang,

13. Toko adslah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digonakan
untuk menjual barang dan terdivi dart hanya satu penjual.

14. Pertokoan adalab kompleks toko atau deretan toko vang masing-masing
dirmiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.

15. Toko swalayan adalah toko dengan pelayanan sistem mandiri, menjual
berbagai jenis barang secara ecceran yang berbentuk minimarket,
supermarket, departinent stors, hypermoarket ataupun grosir yang
berbentulk perkulakan.

16, Minimarket adalah sarana atau tempat usaba untuk melakukan
penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung
kepada konsuumen dengan cars. pelayanan mandiri (swalayan).

17. Minimarket skala kecil adalah sarana atau tempat usaha untuk

melakukan penjualan barvang yang lehih dominan hanya 1 jenis barang
dagangan.

18, Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang
kepada Toke Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui
kerjasama usaha;

19. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan
penjualan barang-barang rumah tangga termasuk kebutuban Sembilan
Baban pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara
pelayanan mandiri.

20. Hypermarket adalah sarana tempat ussha untuk melakukan penjuslan
barang-barang kebutuhan rumeh tangga termasuk kebutuhan sembilan
bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsurmen, vang
didalamnya terdiri dari atas pasar swalayan, toko modern dan toke serba
ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya’ dilakukan

secara tunggal.

I
i
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21.Toko Serba Ada adalah sarana atau tempat usaba untuk melakukan
penjualan  berbagai macam barang kebutuhan rumah tengga dan
kebutuhan sembilan baban pokok yang disusun dalam bagian yang
terpisah-pisah dalam bentuk counter secara eceran.

22. Mall atau Super Mall atau Plaze. adalah sarana atau tempat usaha untuk
melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan secbagainya yang
diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi
untuk melakukan penjualan berang-barang dan/atau jasa yang terletak
pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu  kesatuan
wilayah/{empat.

23.Usahan Kecil adalah kegiaten ekonomi rakyat yang berskala kecil
schagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995
tentang Usaha Kecil;

24. Sektor Informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilken dan
mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan
tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan
bagi dirinya sendiri depngan tidak memiliki tempat berjualan vang
menetap.

25. Persyaratan  Perdagangan adalah syarat-syarat dalam  perjanjian
kerjasaana antara Toko Swalayan dan/atau Pengelola Jaringan Swalayan
dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang vang
diperdagangkan dalam Toko Swalayan;

26. Peraturan Zonasi adalab ketentuan-ketentuan daerah setempat yang
mengatur pemenfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian vang
disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencena umum
tata ruang dan rencana detail tata ruang,.

27, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRW
Kabupaten, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten.

BAB H
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi ;

a. penetapan jenis pasar;

b, pendirian Pasar Rakyat, Toko Bwalayan. dan Pusat Perbelanjaan;

c. penataan dan Pemhberdayaan Pasar Rakyat;

d. penataan dan penertiban Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan; dan

e. perizinan Berusaha yang dibangun dan/atan dikelola oleh Perorangan,
Badan Usaha, Swasta, Pemerintah Daerab atau dalam bentuk
Konsorsiun dan Koperasi sesual usaha perdagangen yang ditentukan.

BAB I
ASBAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Pembatasan
Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, dilaksanaksn berdasarkan ates
asas ;

a. Kemanusiaan, yaitu asas dalam penataan dan pemberdayaan pasar
rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan barus memperlakukan
pelaku ekonomi yang ada didalamnya sccara layak sesuai dengan harkat
dan martabatnya sebagai warga Negara; '
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Keadilan, yaitut asas dalam penataan dan pemberdayaan pasar rakyat,
toko swalayan, dan pusat perbelanjaan harus memperiakukan pelaku
ekonomi yang ada didalamnya secara adil dan proporsional;

Kesamaan kedudukan, yaitu asas dalam penataan dan pemberdayaan
pasar rakyat, tcke swalayan, dan pusat perbelanjagn harus
memperlalkokan  pelaku  ekonomi  yang  ada didalamnya dalam
kedudukan yang sama atau setara di depan hukum;

Kemitraan, yaitu asas pemberdayaan pasar rakyat, toko swalayan, dan
pusat perbelanjaan harus memperhatikan aspek  kemitrean dan
kerjasama yang saling menguntungkan;

Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu asas yang menjadi landasan
keteraturan, kesermsian, dan keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam Negara hukum yang
mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan,
keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

Kelestarian lingkungan, yaitu asas dalam penataan dan vemberdayaan
pasar rakyat, ioko swalayan, dan pusat perbelanjaan harus
memperhatikan  aspek  kelestarian  lingkungan hidup dengan
mengedepankan upaya pelestarian daya dukung chkosistem dan
perbaikan kualitas lingkungan hidup;

Kejujuran usaha, yaitu asas dalam penataan dan pemberdayaan pasar
rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan harus memperhatikan
aspek kejujuran dan saling percaya serita menitilkheratkan pada nilai
kebenaran;

Persaingan sehat, yaitu asas dslam penataan dan pemberdayaan pasar
rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan harus diarahkan untuk
tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairness) antar pelaku
ekonomi yang didalamnya;

Perkembangan mobilitas masyarakat, yaitu bshwa pengaturan
zohasi/quota disusun dengan memperhatikan perkembangan mobilitas
masyarakat;

Perkembangan e¢konomi kerakyatan, yaitu bahwa pengaturan
zonasi/quota disusun dengan memperhatikan perkembangan ekonomi
kerakyatan.

Pasal 4

Penataan dan Pemberdayasan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat
Perbelanjaan, bertujuan untuk ;

alb

Melindung keberadaan Pasar Rakyat dari persaingan bebas secara
langsung dari Pasar Modern (Toke Modern dan/fatau Pusat
Perbelanjaan);

Mengatur jarak keberadaan Toko Swalayan dengan Toko Swalayan, Toko
Swalayan dengan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan
warung-warung kecil;

Membatasi tersentralnya pembangunan Toke Swalayan dan Pusat
Perbelanjaan delam satu wilayah kecamatan di Daerah;

Menertibkan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan agar segera
mengajukan permohonan perizinan berusahs;

Memberikan sanksi adminisiratif secara fegas terhadap pelaku usabha
Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang tidak memiliki perizinan
berusaha; dan

Meningkatkan peran serta dan semangat kewirausabaan bagi pelaku
usaha lokal.
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BAB IV
JENIS PASBAR

Pasal 5

(1) Jenis Pasar Rakyat berdasarkan pengelolaannya, meliputi :
a. Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah (Pasar Daerah) atau
Pasar Rakyat dan/atau Pasar Agro atau Pasar Wisata;
b. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Swasta;
¢. Pasar Rakyat vang dikelola oleh Swasta; dan
d. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Desa {Pasar Desa).
{2} Jenis Toko Swalayan, meliputi:
a. Minimarket berstatus Waralaba/berjejaring;
b. Minimarket berstatus Cabang/berjejaring;
¢. Mindmarket berstatus Mandiri;
d. Supermarket;
e. Department Store;
f, Hypermarket; dan
g. Perkulakan.
{3) Jenis Pusat Perbelanjaan, meliputi
a. Pertokoan;
b, Mall;
c. Plaza;
d. Square; dan
e. Pusat Perdagangan.

BABV
PENDIRIAN PASAR RAKYAT,
TOKO BWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

Bagian Kesatu
Pendirian Pasar Rakyat

Pasal &

(1) Pendirian Pasar Rakyat perlu memperhatikan lokast yang mengacu pada:

a. rencana tata ruang wilayah dacrah; atau

b. rencana detail tata ruang daerah.

{2) Sclain memperhatikan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) Pasar Rakyat
juge harus memperhatikan hal sebagai berilout:

@. boleh berlokasi pada sefiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem
jaringan lokal atau jalan poros Desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/
Nasional;

b. kondisi sosial ckonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat lebih
duiu ada, usaha mikro, kecil dan menengah, Toko Swalayan dan Pusat
Perbelanjaan, ,

¢. menyediakan fasilitas Pasar Rakyat vang nyaman, bersih, aman dan
indah serta lapak toko, bedak/los dan lesehan dengan ukuran
memadai sesuai profofype pasar rakyat serta ditumjang akses keluar
masuk pengunjung pasar;

d. menyediakan lahan parkir yang cukup representatif;
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e. layout tata ruang Pasar Rakyat dan keluar masuk satu arah;

f. penataan zonasi jenis barang dagangan;

g. menyediakan alat pemadam kebakaran;

h.drainase pembuangan air hujan dan air lLimbah pedagang cukup
memadai;

i. menyediakan fasilitas umun;

j. tersedia tempat pembuangan sarmpah basah dan kering di beberapa
sudut ruang pasar; dan

k. sistem sewa toko/bedak /los tidak memberatkan pedagang.

(3) Pendirian Pasar Rakyat wajib mengatur jarak dengan keberadasn Toko
Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(4} Meckanisme perizinan berusaba pendirian Pasar Rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan
Perumdang-undangan.

Bagian Kedua
Pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 7

{1} Pendirian usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan pertu memiliki
perizinan berusaha.

(2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diajukan
secara online roelalui Online Single Submission (0SS} yang selanjutnya
melengkapi persyaratan yang menjadi ketentuan dalam perizinaz.

{3) Pendirian Toko dan/atau Minimarket skala kecil diutamalkan bagi
pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.

(4} Pendirian Toko dan/atau Minimarket skala kecil yang menjual satu jenis
barang dagangan secara dominan berjaringan dan/atau mandiri wajib
kemitraan dengan pelaku usaha lokal produk unggulan/ kerajinan/
olahan dan/atau makanan minuman khas Bojonegoro serta hasil petani
buah-buahan.

BAB VI
PENATAAN DAN PENERTIBAN PASAR RAKYAT,
TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

Bagian Kesatu
Pembatasan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 8

(1} Untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha ulira
mikro dan mikro dalam Pasar Rakyat dilokukan penataan dan
penertiban Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan,

(2} Untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengutamakan pelaku usaha
lokal Toko Mandiri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Toko Swalayan sesual manejemennya terdiri dari:

a. Toko Swalayan berjaringan; dan
b. Toko Swalayan Mandiri/Lokal.

(4} Keberadaan Toko Swelayan Bergjaringan dan Mandiri, menyesuaikan

jumiah quota.
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Bagian Kedua
Penataan dan Penertiban Pasar Rakyat

Pasal 9

Penatasn dan penertiban Pasar Rakyat, dilakukan dalam bentuk:

a. melakukan pembinaan kepada pedagang mikro dalam Pasar Rakyat;

b. melakukan pembinaan kepada petugas pengelola Pasar Rakyat;

¢. meningkatkan kualitas sarana prasarana Pasar Rakyat melalui
Revitalisasi Fisik dan Non Fisik sesuai ketentuan,

d. memberikan sumber pendanaan untuk pemberdayaan pedagang dan
pelaku useha di dalam Pasar Rakyat melahs Program Kartu
Pedagang Produktif;

e. melakukan Penataan layout ({ata ruang) dalam Pasar Rakyat, haik
Pasar Deerah maupun Pasar Desa sesuai zonasi jenis barang
dagangan;

{. memberdayakan pelaku usaha Pasar Rakyat melalui penumbuhan
iklim usaha dan peningkatan manajemen usaha;

g. meningkatkan pelayanan bagi pedagang lesehan untuk berjualan di
atas sarana meja kersmnik;

h. menata lingkungan menambah nilai estetika Pagar Rakyat;

i melakukan Penertiban terhadap pedagang Pasar Rakyat vang
mengubah fungsi bangunan yang telah ditentukan; dan

j. menarik dan memutus perjanjian sewa Barang Milik Daerah, dalam
hat:

1. Pedagang memindah sewa/menjual lapak ke pibak lain;

2. Memfungsikan lapak sebagai gudang;

3. Tidak melunasi kewajiban sewa sesuni ketentuan; dan

4. Selama 15 (lima belas) hari tidak memfungsikan
toko/bedak/los/leschan.

Apabila terdapat pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j

maka sclambat-lambainya 10  (sepulub) hari harus sudsh

mengesongkan lapak dagang.
i lagangan, Koperasi dan Usaha Mikro mengoordinasikan

Revxtaimam Fzszk Pasar Desa dalam bentuk Bantuan Kevangan Desa ke

Dinas Terkait.

Bagiah Ketiga
Penataan dan penertiban Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjasn

Pasal 10

Penataan dan penertiban pendirian usaha Toko Swalayan dan Pusat

Perbelanjaan harus memenubi ketentuan persyaratan, sebagai berikut:

a. penctapan zona lokasi Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencansa
Detail Tata Ruang;

b. memenuhi UKL-UPL dan/atau SPPL;
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c. telah diterbitkan IMB peruntukan Toko Swalayan dan/atau Pusat

Perbelanjaan berdasarkan data guota;

d. mendapat rekomendasi teknis perizinan berusaha;

¢. memperhatikan jarak titik lokasi pembangunan dengan keberadaan
Pasar Rakyat dan warting/Toko Kecil;

f. batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan, adalah;

1. Minimarket, kurang dari 400m?2 {(empat ratus meter persegi);

2. Supermarket, 400m? {empat ratus meter persegi) sampai S000m?2
{lima ribvu meter persegi);

3. Hypermarket, diatas 3000m? {lima ribu meter persegi);

4. Department store, paling sedikit 400m? (empat ratus meter persegil;
dan

5. Grosir/Perkulaken, yang berbentuk toko dengan sistem
pelayanan mandivi, paling sedikit 2.000m2 (dua ribu meter
persegl) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang bebentuk
toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000m2
{seribu meter persegi).

g. Sistem penjualan dan jenis barang dagang Toko Swalayan dan Pusat

Perbelanjaan ditentukan, sebagai berikut:

1. Minimarket, Supermarket, Hypermarket, menjual secara eceran
barang berbagai jenis barang konsumsi terutama produk
makanan dan produk rumah tangga lainnya yang dapat berupsa
bahan bangunan, furniture, elekironik, dan bentuk produk
khusus lainnya;

2. Department Store menjual secara eceran berbagai jenis barang
konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya
dengan penatasn berdasarksn jenis kelamin dan/atau tingkat
usia konsumen;

3. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan
mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai
jenis barang konsumsi; dan

4. Persyaratan  lainnya  berdasarkan  ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan.

{2} Rekomendasi perizinan berusaha diberikan berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB VU
EVALUASI KOMITMEN BERUSAHA

Pasal 11

Pelaku usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjasan wajib melaksanakan

komitmen kefentuan berusaha, yaitu:

a. Tetap melaksanakan konsisten kemitraan UMEM lokal dengan produk
unggulan/kerajinan/clahan minimal 25% {dua puluh Hma persen);

b. Tidak memaksa produk UMKM Iokal untuk merubsh menjadi merk
perusahizan Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan;
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¢. Menjaga kualitas jenis barang dagangan dari masa lakunya (expired date};
dan
d. Menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai kebutuhan.

BAB VIl
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

{1} Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat, Toko
Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Minimarket skala keeil melatai
PD terkait,

(2} Pembinaan kepada pengelola Pasar Rakyat, pelaku wsaha Toko
Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaen serta Minimarket skalas kecil
dilakukan secara persuasif dan komitmen, dengan ketentuan sebagai
berilkut:

2. pelaksansan monitoring dan evaluasi secara langsung baik
terprogram yang ditindaklanjuti dengan pelaporan;

b. meleksanaan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga/badan
usaha/pengelola Pasar Rakyat;

c. pelaksanakan pembinaan dan pengawasan Toko Swalayan dan/atau
Pusat Perbelanjaan yang sudah ada dan/fatay memiliki IMB, baik
quota terisi maupun belum, sebelum berlakunya Peraturan Bupati
Mg,

d. pelaksanaan pengawasan pemberlakuan bandrol harga pada Toko
Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan yang lebih murah secara
signifikan berbagai jenis barang dagangan dibawah harga Pasar
Rakyat kecuali perkulakan.

e. pelaksanaan pengawasan terhadap embrio munculnya
pembangunan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjnan baru setelah
quota terisi sesuai Peraturan Bupsati ini.

BAB IX
SANKS! ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemnbinaan oleh Tim sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2}, apabila terbukti adanya pelanggaran baik terkait

perizinan maupun penyalahgunaen kewenangan atau komitmen berusaha,

dapat diberikan sanksi administrasi sesuai dengan pelanggaran berusaha,

yaiiu

a. peringatan tertulis 1 (satu), 2 {dua), dan 3 (tiga) apabila tidak diindahkan
dicabut izin operasinya; dan

b. pembinaan untuk tidak mengulangi adanya pelanggaran administrasi
yang dituangkan dalam pernyataan tertulis.
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BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Izin usaha yang dimiliki Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini, dipersamakan dengan perizinan
berusaha.

Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yvang telah memiliki izin lokasi
yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini, selanjutnya wajib menyesuaikan
dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Perjanjlan  kerjasama usaha antara Pemasck dengan Perkulakan,
Hypermarket, Department Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan
Mimimarket yang sudah ada sepanjang tidak melanggar Peraturan
Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian
tersebul,

Pelaku usaha Toke Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan yang telah
memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB] sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini, nagmun kuota telah terisi/habis maka dalam waktu
selambat-lambatnya 3 {tiga) bulan wajib menutup usahanya.

Apabila pelaku usaha Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melakukan perpindahan tempat
usaba ke lokasi lain wajib mengurus izin baru sesusi ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Apabila Toko Swalayan dan/atan Pusat Perbelanjaan memiliki Izin
Mendirikan Bangunen {IMB) dan quota telah terisi/habis pada wilayah
kecamatan yang bersangkutan, maka PD yang melaksanakan urusan
permerintahan bidang perizinan terpadu satu pintu tidak dapat
meneruskan /mengajukan permohonan rekomendasi teknis ke PD tetkait
sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Bupati ini.

Apabila pendirian Toko/Minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat {4), tidak melakukan kemitraan akan diberikan sanksi
administrasi penertiban usaha.

Pembatasan jumlah quota dan jarak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal & ayat (4) dikecualikan keberadaan Toko Swalayan dan Pusat
Perbelanjaan yang sudah memiliki IMB sebelum berlakunya Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegore Nomor 4 ‘Tahun 2015 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern.

Toko Bwalayan dan Pusat Perbelanjaan yang sudah terbanpgun sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum mempunyai fjin kesesuaian
tata ruang dan/atan IMB tetap berlaku ketentuan Pembatasen
sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 ayat (4).

Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang memiliki IMB sebelum
berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional,
Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib mengajukan
permohonan perizinan berusaha selambat-lambainya 6 {enam) bulan
setelah berlakunya Peraturan Bupati ini apabila kuota belum terisi
semuia.



- 13 -

(11} Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (10} apabila selambat-lambatnya 6 (enam) bulan belum mengajukan
perizinan berusaha maka berlaku ketentuan Peraturan Bupati ini.

(12) Wilayah kecamatan dibatasi Toko Swalayan berjaringan Nasional
maksimal 2 unit merk dagang yang berbeda, kecuali sudah memiliki IMB
sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional,
Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pengelolaan dan
Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2013 Nomor 20}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.
ANNA MUPAWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,
ted.
Dra. NURUL AZIZAH, MM
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 48,

BERITA DAERAH

Salinan sesuai dengan aslinya
AERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

NIP. 19690405 198809 2 001



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NG

TANGGAL

MOR

: 48 TAHUN 2021
: 15 NOVEMBER 2021

JUMLAK TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN DI WILAYAH

KECAMATAN SE ~- KABUPATEN BOJONEGORO
QUOTA YANG DILJINKAN
NGO | KECAMATAN TOKO PUSAT KETERANGAN
MODERHN | PERBELANJAAN
1 | BOJONEGORO 19
2 | KAPAS 4
3 | BALEN 4
4 { SUMBERREJO 5
5 | BAURENQO 5
6 | KANOR 3
7 | KEPOHBARU 3
8 | KEDUNGADEM 3
9 | SUGIHWARAS 3 - Quota awal Toko
10 | TEMAYANG 3 Medern 59
11 | GONDANG 2 {tersebar) di
12 | BUBULAN 2 seluruh
13 | SEKAR 2 .| Kecamatan
14 | DANDER 3 S5 (Tersebar di |- Quota Pu'sat
15 TKALITIDU 4 seluruh Perbelanjaan = 5
Kecamatan) {tetap}
16 | PURWOSARI 3 - Quota Tambahan =
17 | PADANGAN 4 43
18 | KASIMAN 3 - Jumlah quota
19 | KEDEWAN 2 keseluruhan 59 +
20 | TRUCUK 3 S +43 =107
21 | NGRAHO 3
22 | SUKOSEWU 3
23 | MARGOMULYO 3
24 | TAMBAKREJO 3
25 | MALO 2
26 | NGASEM 3
27 { NGAMBON 2
28 | GAYAM 3
 QUOTA 102 5
JUMLAH TOTAIL 107
BUPATI BOJONEGORO,
tid,
ANNA MAWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEEKRETARIS DAERAN KABUPATEN BOJONEGORD

Dra MIURUL AZIZAN, MM
Pembina Utama Muda

NIP, 19690405 198809 2 001




